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PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Dialektika Volume VII, No. 1 Maret 2012 kali ini mencoba mengangkat isu
utama tentang perkembangan teon-teon sosial yang pernah menjadi mamstraaw di amannya
Selain pembahasan tentang perkembangan teontik, dalam jurnal Dialaktika kali ins juga
ditampilkan berbagai gagasan tentang arti penting pendidikan bencana bag: masyarakat,
dan isu tentang sistem peradilan yang menyiksa. Di samping itu, ditampilkan pula satu
artikel tentang stigma media terhadap penlaku pengemudi berusia muda.
dan satu ringkasan skripsi dan mahasiswa Departemen Sosiologi FISIP Unair. Sengaja
dalam edisi ini kembali ditampilkan berbagai hasil studi, karena sebagai jurnal ilmiah,
pembaca yang budiman.

Seluruh jajaran redaksi Jumnal Dialektika betharap isu yang diangkat dalam edisi kali
ini dapat memperkaya sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang langkah-langkah
apa yang seharusnya dikembangkan untuk mengaplikasikan teon menyikapi perkembangan
realitas sosial di era post-industrial.

Redaksi

DIALEKTIKA diterbitkan sebagai media informasi, dan diskusi masalah sosial. Berisi
mengundang para ahli, peminat, praktisi dan cendekiawan yang berbakat untuk berdiskusi
dan menulis secara kreatif persoalan sosial. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki
tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi FISIP UNAIR i
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MANFAAT FASILITASI PEM BIAYAAN UNTUK
USAHA MIKRO, KECIL. DAN MENENGAH

Septi Ariadi

Mahasiswa 53 Pascasarjana 1M

1. Latar Belakang

Salah satu upaya yang semestinya
dikembangkan Pemerintah Dacrah, tak
terkecuali di Provinsi Jawa Timur untuk
mempercepat upaya penanggulangan
kemiskinan dan sckaligus memberdayakan
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah) adalah melalui kebijakan
penganggaran dan dukungan pembiayaan
program pembangunan yang benar-benar
pro masyarakat miskin (pro-poor) (Waidl et
al., 2009: viii-ix). Lebih dari sekadar
menyalarkan berbagai program bantuan
dana tunai langsung, seperti BLT atau
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin,
untuk  membantu  memfasilitasi
pengembangan usaha ckonomi kerakyatan
atau UMKM, yang dibutuhkan tak pelak
adalah program pembiayaan yang murah,
mudah, dan kontekstual bagi para pelaku
UMKM.

Dalam skema program Jalin Kesra
(Jalan lain Menuju Kesejahteraan Rakyat)
yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, dengan jelas telah disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
tidak hanya concern untuk memfasilitasi
pengembangan skala usaha dan pangsa pasar
bagj para pelaku UMKM, tetapi juga concern
untuk mendukung kebutuhan pembiayaan
yang murah dan fleksibel bagi
pengembangan UMKM. Berbagai skema
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bantuan prfmndnlm dan pembiayaan bagy
para pelaku UMKM telah dirancang dan
disalurkan sedemikian rupa dengan tugan
agar UMKM di Jawa Timur dapat bertaban
dar tekanan krisis, dan bahkan keluar dar
berbagai permasalahan vang tengah
dihadapinya.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan
telah diketahui bahwa keberadaan UMEM
di Jawa Timur selama ini masth menghadapy
betbagai masalah, terutama permaodalan,
teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal
pendanaan, pelaku UMKM hampir
semuanya masih menghadapi keterbatasan
modal usaha yang dimiliki. Kalaupun ada
kucuran kredit, scbagian besar masih berupa
kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit
investasi sangat terbatas, karena sebagian
besar pelaku UMKM kesulitan memenuht
persyaratan pinjaman, seperti agunan,
meskipun usaha mereka layak. Di sisi lain
lembaga perbankan, yang merupakan
sumber pendanaan terbesar, masih
memandang UMKM sebagai kegiatan
berisiko tinggi, sehingga cenderung lebih
memilih membatasi menyalurkan kredit ke
UMKM dan lebih memilih membuka
layanan kredit kepda usaha bersakala besar
yang dinilai lebih tidak beresiko.

Hasil kajian yang dilakukan Resmi Setia
(2005), di bidang permodalan kendala-
kendala yang acapkali dihadapi UMKM
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s

ik lebih rinci adalah: Pertama, syky,
58(; ) kredit perbankan masih tmgg;,
bl;,'igga kredit menjadi mahal. Kedua,
se a informasi sumber pembiayaan

urangty
:{(ad lembaga keuangan non-bank, termasuk

mformﬂsi jenis sumber pembiayaan sertq

tan dan prosedur pengajuan. Ketiga,
stem dan prosedur kredit dari lembaga

Leuangan bank dan non-b'ank rumit dan
ama. Waktu tunggu pencairan k-redjt juga
ridak pasﬁ. Keempat, Ku'rangnya informasi
dari perbankan mengenai standart proposal

juan kredit, sehingga pengusaha kecil
idak mampu membuat proposal yang sesuai
dengan kriteria perbanka-n. Kelima,
kurangaya pemahaman dan.perbankan
mengenai kriteria usaha kecil, sehingga
jnmlﬂh kredit yang disetujui seringkali tidak
esuai dengan kebutuhan usaha kecil.

Di berbagai kota/kabupaten, selama ini
kebutuhan modal pelaku UMKM sering
dipenuhi lewat pinjaman, baik dari tetangga
maupun rentenit (bank ##il), yang proses
Pmﬂnjamanﬂyarelaﬁf tidak berbelit. Hal ini
menunjukkan masih mahalnya biaya
transaksi (fransaction cosf) pada institusi
kevangan formal bagi para pelaku UMKM,
sehingga membuat UMKM sulit
meningkatkan kapasitas usahanya, ataupun
mengembangkan produk-produk yang
bersaing, Pada saat yang sama, penguasaan
teknologi, manajemen, informasi dan pasar
masih jauh dari memadai, dan relatif
memerlukan biaya besar untuk dikelola
secara mandiri oleh UMKM. Peran
masyarakat dan dunia usaha dalam
Pelayanan kepada UMKM juga belum
berkembang, karena masih dipandang
e

ntuk mendukung dan mempercepat
e pemberdayaan UMKM, dalar lima

terakbir sehetuinya tidak sedikit upaya
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yang djsalurkan

! Provins; '
dialeei gyt mempclﬂgawa Timur hapy

Pemerintahy

Petkembangan UMKM ternyata sering|

“;;;ilh tersendat-sends
sedikit sektor industr ke
dirugikan oleh sisa—sisac;:le);a;;g m”:ﬁ;karma
nasional di bidang industria] S dl]akan
lebih menguntunglanindusts ey 1S
: Investasi proteks;j
perkreditan dan i L
mendukung kell:engautl;nn ;:i::;g et
dan kegiatan m listik o
s dg] 0n0p€_1 S usaha besar
. pa a membangun iklim yang kondusif
agi mbya perkembangan kelompok
106), bahwa selama ini pemerintah bukannya
memproduksi kebijakan yang memperkuat
sektor UMKM, tetapi —baik secara langsung
maupun tidak langsung— malah berpotensi
mematikan daya hidup perkembangan
UMKM itu sendiri. Kebijakan pemerintah
memberikan monopoli dan proteksi impor,
misalnya acapkali menyebabkan UKM tidak
mampu berkembang secara baik, dan
bahkan dalam banyak kesempatan hanya
beroperasi secara subsisten (Yustika, 2003:
117). Di sampingitu, sering ditemui berbagai
usaha berskala kecil hidupnya juga masih
kembang-kempis karena kalsh bersaingatau
karena kekurangan modal. Tidak dimiliki
dan dikuasainya teknologi pendukung,
kualitas produksi yang rendah, tidak adanya
standarisasi, terbatasnya pemasaran dan
kemampuan finansial, dan ditambah 9
dengan kebijakan makro yang kurang
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mendukung, akhirnya itu semua menjadi
faktor gabungan yang menyebabkan
perkembangan usaha berskala kecil menjadi
tersendat atau sulit berkembang optimal.

Di Provinsi Jawa Timur sendin, saat ini
boleh dikata nasib sebagian UMKM masih
belum berkembang maksimal, karena harus
berhadapan dengan faktor-faktor yang
sifatnya struktural. Kendati cukup banyak
UMKM yang masih bettahan dan bahkan
berkembang, namun demikian tidak sedikit
UMKM yang pelan-pelan terpaksa gulung
tikar karena tak kuat menahan tekanan
kondisi perekonomian yang kembang-
kempis dan tak kunjung membalik. Di tahun
2012 ini, ketika pemerintah benat-benar jadi
memutuskan menaikkan kembali harga
BBM akibat kenaikan harga minyak di dunia
internasional, maka diperkirakan daya tahan
UMKM bukan tidak mungkin akan makin
kehilangan stamina, sehingga kapan mereka
collapse mungkin hanya tinggal menunggu
waktu.

Bisa dibayangkan apa yang bakal tetjadi
jika harga jual berbagai produk UMKM di
pasaran turun, sementara harga bahan baku
yang harus dibayar justru naik karena ada
sebagian komponen yang terpaksa harus
disesuaikan dengan kenaikan harga BBM?
Di berbagai daerah, bukan rahasia lagi
bahwa sejumlah UMKM terpaksa
menghentikan produksi karena tidak kuat
menanggung selisih kenaikan bahan baku
dengan harga jual yang makin tidak
menentu. Omzet yang turun terkadang
hingga 50 persen lebih, sudah barang tentu
akan membuat para pelaku ekonomi
terpaksa mengurangi jumlah produksi dan
tenaga ketja yang terlibat di dalamnya.

Hasil kajian yang dilakukan Yustika
(2003: 112) menemukan bahwa UMKM
umumnya lebih mampu bertahan dalam
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e ———

menghadapi tekanan krisis ekonomi,
sehingga relatif tidak terpengaruh, dan
bahkan tetap bisa tumbuh meski banyak
usaha berskala besar justru collapse. Tetapi,
ketika situasi krisis ekonomi datang bertub;-
tubi, biaya produksi naik, sementara di sisi
yang lain daya beli masyarakat justru
menurun, iklim usaha sedang lesu, maka
jangan kaget jika daya tahan itu pelan-pelan
tergerogoti. Sepanjang tidak ada tindakan
yang nyata untuk segera memutus mata rantai
ini, niscaya yang terjadi bukan hanya
meluasnya kembali kemiskinan dan
meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi
juga rusaknya kembali fondasi ekonomi
yang sebetulnya dalam lima-sepuluh tahun
terakhir mulai terbangun. Dan, bagi para
pelaku UMKM, situasi perekonomian yang
fluktuatif bukan tidak mungkin menjadi
pukulan yang mematikan dan menghabiskan
sisa-sisa stamina yang mereka miliki.
Tetlepas, bagaimana dan sejauhmana
efektivitas dari berbagai program
pemberdayaan UMKM yang telah
dikembangkan selama ini, bagi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah disadari bahwa
salah satu penopang kelangsungan hidup
masyarakat miskin adalah UMKM. Berbeda
dengan usaha berskala besar yang acapkali
mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja dan
modal yang besar, keberadaan UMKM
umumnya lebih sesuai dengan karakteristik
tenaga kerja dan kondisi sosio-ekonomi
masyarakat miskin. Secara gatis besar ada
beberapa alasan mengapa UMKM petlu
dibina dan dikembangkan, khususnya di
daerah pedesaan. Pertama, karena UMKM
merupakan salah satu sektor alternatif yang
cfocok dan kondusif untuk menampung
limpahan tenaga ketja dari sektor pertanian
yang makin lama makin jenuh akibat makin
sempitnya lahan dan keterbatasan elastisitas

DIALEKTIKA| Vol. 7 | No. 1 | Maret 2012



... Kedua, karena persyaratan dan
mkt‘fll 'n yang dibutuhkan untuk
" erkembangan UMKM tidak
cndukuﬂrii kebutuhan investasinya
u rUU]ch’kcbanyakan masyarakat, serta
b:kuﬂ}’a mudah diperoleh. Ketiga,
an UMKM memiliki elastisitas
o tenaga kerja yang relatif lebih
per’ bisa dilakukan secara komplementer
o0 ’n kegiatan produktif lainnya,
deng? Linkan memobilisasi potensi
memu? setempat, serta dapat

ber daya _
su;;’cipmkan struktur ckonomi pedesaan
m

lebih rerdeversifikasi sambil sekaligus
Ymgng,,mngi ketergantungan terhadap sektor
. Keempat, UMKM juga dinilai
sangat potensial untuk mendorong
kemajuan ekonomi masyarakat desa

eqanta dkk., 1995: 21 1).

Srudi yang tengah diusulkan ini
bermaksud mengidentifikasi dan mengkaj ;
sejauhmana efektivitas dan manfaat dari
betbagai program pembiayaa_n yang Felah
digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam mendorong pengembangan UMKM.
Studi ini penting dilakukan, bukan saja
schagai dasar bagi proses prayusunan
kebijakan dan program pemberdayaan
UMKM di Jawa Timur yang benar-benar
relevan, efektif dan kontekstual. Tetapi, juga
sekaligus karena pasca kenaikan BBM yang
cepat atau lambat pasti terjadi, diperkirakan
beban yang mesti ditanggung UMKM akan
makin berat, dan jika tidak segera dilakukan
langkah-langkah strategis niscaya satu pet
satu UMKM yang ada di Jawa Timur akan
berjatuhan.

pcrtaﬂjm'

2. Permasalahan

Secara garis besar, beberapa
Permasalahan yang dicoba dikaji dalam
kegiatan inj adalah:

 Diterbitkan olen Jurusan Sosiologi FISIP UNAIR
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Sumber-sumbey pembiay

aan «
:Jpakah yang selama ini diakses pm;m:
MKM di Provinsj Jawa Timur untyi

R
di Provinsj ja:va ;“Pdﬁku i
bantuan pro onbicum.
gram pembiayaan untuk
mend'ukung pengembangan UMKM>
agaimana gambaran tentang pola
pemanfaatan dan efektivitas bantuan
pembiayaan UMKM  bagi
pengembangan UMKM di Provinsi
Jawa Timur?
Kendala-kendala apa sajakah yang
menghambat upaya pemberdayaan
UMKM di Provinsi Jawa Timur?
Dukungan apa saja sebetulnya yang
dibutuhkan UMKM di Provinsi Jawa
Timur agar dapat tetap survive, dan
bahkan mengembangkan usaha yang

ditekuninya?

Tujuan

Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah:
Memetakan akses pelaku UMKM di
Provinsi Jawa Timur terhadap sumber-
sumber pembiayaan  untuk
pengembangan UMKM.
Mengidentifikasi sumbet-sumber
pembiayaan yang selama ini diakses

para pelaku UMKM di Provinsi Jawa

Timur untuk  mendukung

engembangan UMKM.
i&engidcntiﬁkasi kebutuhan pelaku

UMKM di Provinsi Jawa Timur
tethadap bantuan program pembiayaan
untuk mendukung pengembangan
UMKM.
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P

nifikasi pola pemanfaa.tan dan
ruan pembiayaan

gan UMKM

4 mengide
efektivitas ban

UMKM bagi pcxfrg'cmban
 Provinsi Jawa Timuf:

5 :flfr:git;cnd{ikasi kendala-kendala yang
menghambat upaya pcml?crdayaan
UMKM di Provinsi Jawa Timuf.

6. Mengidcntiﬂkasi dukung?n.yang
dibutuhkan UMKM di Provinsi Jawa
Timur agar dapat tetap survive, dan
bahkan mengembangkan usaha yang

ditekuninya.

4. Hasilyang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari
kegiatan ini adalah terumuskannya kebijakan
dan program prioritas untuk meningkatkan
efektivitas pemanfaatan program
pembiayaan  untuk mendukung
pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa

Timur.

5. Metode dan Prosedur Kerja

Kegiatan ini pada dasamya bukan hanya
bermaksud mengkaji situasi problematik
yang dihadapi para pelaku UMKM dalam
upaya mengembangkan usaha yang mercka
tekuni, tetapi juga mencoba mengkaji
efektivitas program bantuan pembiayaan
bagi pengembangan UMKM di Provinsi
Jawa Timur, serta sekaligus merumuskan
kebijakan dan program pengembangan
UMKM yang benar-benar kontekstual di
Provinsi Jawa Timur.

Untuk memperoleh masukan dan data
yang akurat, dalam kegjatan ini bahan-bahan
yang dibutuhkan dikumpulkan melalui
beberapa cara, yakni:

Pertama, mengkaji dan menganalisis data
sckunder terbary mengenai kondisi dan
perkembangan UMKM serta kondisi
demografis penduduk Prowinsi Jawa Timur.
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Data sekunder yang dibutuhkgy,

dari BPS, survei-surve; lokal, datd
berbagai Perguruan Tiﬂggi dann[data day;
Penelitian lainnya. Urajan tentan » %
umum UMKM dan kemiskip,,, dp Ondj;
Jawa Timur ini penting untyj fon, TOVing;
peta makro permasalahan )y Bctap
perkembangan  sektor ol dag
kerakyatan pada umumny, g; Ponffmi
Jawa Timur. "OVingi

Kedna, melakukan reviey terhad,
hasil studi mengenai masyarajg UI;whasiL
dan efektivitas pelaksanaan pt
bantuan pembiayaan bagi UMK\ ;)igram
Timur dan di Indonesia pada um,, Java
yang telah dilakukan oleh pe:mya
sebelumnya. Review terhadap hasi Penelje l.m
ini ibatasi hanya pada hasil penclitg mb;'ﬁ
selama lima tahun terakhir. Tujuan dilakujgy
review tethadap hasil studi tentang UMKM
dan kemiskinan ini adalah yp, k
memperoleh kerangka acuan dan ketanglilq
analisis dalam rangka memaham; secar
teoritik berbagai faktor yang mernpcngm[:
upaya pengembangan UMKM.

Ketiga, melakukan survey dq
penggalian data primer ke lapangan unmk
memperoleh gambaran yang valid daq
akurat mengenai kondisi terbaru dan
berbagai masalah yang dihadapi UMKM dj
Provinsi Jawa Timur. Data primer ni, digali
dari masyarakat atau tepatnya para pelaku
UMKM yang ada dilokasi penelitian. Jumkah
kFluarga miskin yang menjadi responden,
ditetapkan sebanyak 500 pelaku UMKM.
Lokasi penelitian ditetapkan di 5 kota/
kabupaten, yaitu: Kabupaten Sumenep,
Tuban, Nganjuk, Pasuruan dan Malang Di
masing-masing kota/kabupaten jumizh
responden yang diteliti ditetapkan sebanyak
100 pelaku UMKM, yang dicari dari 2 desa/
kelurahan yang berbeda.
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P
/ | :lln‘l |

Fokeast Penelitian

— Kecamatum
_ Bt
o (mlnuun

G| “Merak Urak
//u Gede ___| ;
GambOPB === Rl
m Safl__ e
k fLertanono
Tembarak
/ - ] SIIUIIHH Anom
- ~ Bangl

e

Bad A T Prigen
Pacalukan A— ge!
Karang Ploso

hmﬁnuari

| e
/"("Tn-l;r‘ yudo
W Diwek

Jumlah

Kulmlm!ru Jumla)
1

l-lulmlmu ] 'mmrmp : %
]
l".uhupau-n Tuban o
%)
Kabupaten Nganjuk R

. )
)
1)
)
)
%)

Kabupaten Pasuruan
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Kabupaten Jombang
. Ti “J

50

af, dari 500 pclaku UMKM yang
v dalam studi ini kemudian dipilih 50
gl UMKM yang telah diwawancarai
szkummdglm (indepth interview), terutama
- t berbagai kendala yang dialami,

cnyﬂﬁg . i
::m mekanisme survival  yang

dikem! untuk menyiasati perubahan
siwsipasaxdaﬂik“m pcﬁgingan yang makin
ketat. [n-depth interview dllaku_kan dengan
mendasarkan pada interview guide yang telah
dipcrsiapkan sebelumnya. Dcngap
kan wawancara secara mendalam ini,
pukan saja dapat diperoleh pengalaman
langsung para pelaku UMKM dalam
menyiasati keadaan, tetapi jug2 dampak yang
mereka alami akibat terjadinya perubahan
situasi ekonomi di pasar.

Seluruh data yang berhasil
dikumpulkan, telah diolah dan dipadukan
antara data kuantitatif dan data kualitatif
yang diperoleh dasi hasil in-depth interview. Di
hasil akhir laporan, selain dirumuskan
kembali temuan-temuan pokok hasil studi
dan sejumlah rekomendasi, juga
diketengahkan rencana aksi yang dapat
menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan

Diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi FISIP UNAIR

........... I————

dan program pengembangan UMKM dan
model bantuan pembiayaan yang efeluf
bagi pengembangan UMKM di tahun
tahun mendatang,

6. Kesimpulan

Pertumbuhan dan peran UMKM
scsungguﬁnya masih bisa terus ditingkatkan,
tidak saja karena ketangguhannya dalam
menghadapi berbagai kejutan ekonomi,
tetapi jugp kemampuannya yang besar dalam
menyediakan lapangan ketja, serta mengatasi
kemiskinan. Dengan semakin menguatoya
komitmen pemerintah daerah terhadap
upaya pemberdayaan UMKM, membaiknya
kegairahan usaha dalam perekonomian
nasional, maka peluang bagi UMKM untuk
mengembangkan diri niscaya akan lebih
besar, Dalam rangka menjamin optimisme
dan mendorong pengembangan UMKM di
masa depan, salah satu yang peru ditangmi
adalah bagaimana menyediakan fasilitas
Pernbiayzan yang benar-benar kontekstual
dan efektif. Berkut beberapa temuan
dari kegiatan kajian ini yang perlu
diperhatikan sebelum merumuskan
pfogram-progfam peningkatan peran
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fasilitas pembiayaan bagi para pelaku
UMKM di Provinsi Jawa Timur.

R

94

UMKM secara umum merupakan
usaha yang telah lama ditekuni
masyarakat, dan sebagian bahkan
merupakan usaha turun-temurun.
Warga masyarakat yang tetlibat dalam
usaha mikro dan UKM umumnya
kurang berpendidikan dan secara sosial-
ekonomi rentan, serta pas-pasan, atau
bahkan kekurangan. Meski sebagian
pelaku UMKM mengaku usahanyif
mengalami perkembangan, tetapi
sebagian besar pelaku UMKM
cenderung mengalami penurunan
kondisi usaha, akibat iklim persaingan
yang makin ketat dan terjadinya proses
pengikisan modal.
Skala pemasaran produk-program
UMKM di Provinsi Jawa Timur
bervariasi. Meski sebagian telah berhasil
menembus pasar ekspor, tetapi
sebagian besar pelaku UMKM masih
beredar sebatas di pasar lokal —setingkat
desa, kecamatan atau kota/ kabupaten.
Sebagian besar tenaga kerja yang
terserap di sektor UMKM adalah
berasal cari keluarga atau kerabat ini.
Strategi seperti ini sengaja ditempuh
untuk mengurangi biaya produksi agar
margin keuntungan yang diperoleh
tidak habis karena harus dikompensasi
dengan kenaikan biaya produksi yang
makin tidak sebanding dengan harga
jual produk.
Bagi sebagian pelaku usaha kecil dan
menengah, alasan mereka menekun;i
usaha di sektor ini karena hasilnya dinilai
memang menguntungkan. Namun
demikian, tidak sedikit pelaku UMKM,
khususnya usaha mikro yang mengaku

KAJIAN (2)

ada pilihan kesempatan kerja lajn, yang
bisa mercka masuki, atau kareng 14,

dimilikinya modal

untyk
mengembangkan usaha ban; yang lehik
menguntungkan. Bag; Warp,
masyarakat yang terlibat d; scktor
UMKM, salah satu kelebihan sektey ini
adalah pada fleksibilitag dan
kelenturannya dalam pengaturan wakp,
kerja, sehingga masih bisa disgmp;
dengan pekerjaan sampingan yang lain.
Dalam upaya pengembangan usahs
yang ditekuni, para pelaku UMKM
umumnya masih menghadapi bcrbag-.;j
kendala, baik yang bersifat interna
maupun eksternal, yang menyangkut
persoalan permodalan, teknologi
produksi, pasokan bahan baku,
promosi dan pemasaran. Darj
beragamnya permasalahan yang
dihadapi UMKM ini, nampaknya
permodalan tetap menjadi salah satu
kebutuhan penting bagi para pelaku
UMKM guna menjalankan usahanya,
baik kebutuhan modal kerja maupun
Investasi.

Meski pemerintah sebetulnya sudah
berusaha menawarkan berbagai
program bantuan dan menggulirkan
skema-skema bantuan permodalan
berbunga murah bagi para pelaku
UMKM, tetapi dalam banyak kasus
akses para pelaku UMKM terhadap
berbagai informasi, layanan, fasilitas
keuangan yang disediakan oleh lembaga
keuangan formal, baik bank, maupun
non bank misalnya dana BUMN
umumnya masih rendah.

Di mata para pelaku UMKM,
prosedur dan persyaratan lembaga
perkreditan formal yang terlalu rumit
dan juga karena pinjaman yang
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~ eh tidak selalu sesuai dengan
dxpcf”c _baik dalam hal jumlah
kfhuruhﬂf:1 ktu—, serta kewajiban bag;
mauPL'm “:mtl 1k menempatkan agunan
P;lelmnCdng dinilai merepotkan, dan
matcﬂ‘l‘j i,kﬂn tumbuhnya keengganan
cetakutan pelaku UMKM
pungan dengan lembaga
itan formal. Para pelaku usaha

- dan UKM umumnya terpaksa
nu:::;lih lembaga keuangan informal,
m p renteni dan para pelepas uang
sc‘Pc ada di sekitarnya, karena
Jain Yanfn a dinilai mudah, bersifat
prOS;::l dan cepat —meski dari beban

u bunga sebenarnya diakui sangat

atau
perhu

suk

t
] ;:t:gctahuan para pelaku UMKM

terhadap fasilitas Pcmbiayaan yang
ditawarkan pcmcrmt?h umumx?ya
rendah. Bahkan meskipun §cbag1an

laku UMKM mcngttsfhul adany?
F:waran fasilitas pcml.m_ayaan dari
pcmcdntah daerah, tetapi tidak banyak
yang mencoba mcngaksc§ tawaran
bantuan kredit permodalan itu karena
selain sudah memiliki akses terhadap
sumber permodalan lain, juga karena
mereka merasa prosedurnya bfika]
rumit atau karena khawatir pengajuan
pinjaman mereka ditolak. D1 mata
pelaku UMKM, prosedur atau cara
kerja lembaga perkreditan form_al yang
terlalu birokratis dan “berjarak”.

& Asal atau sumber permodalan yang
sclama ini diakses dan dimanfaatkan
para pelaku UMKM di Provinsi Jawa
Timur umumiya berasal dari pinjarman,
khususnya pinjaman dari rentenir,
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:I)I:'ll:';']l)]i:lhfllliutun Pinjaman Untuk
pelaky 1}3;\‘41(1\?{““““ Produkti, par,
meminj; mmnya lebih banyak
i Jam untuk memenyh kebutuhan
Kang stfatnya kulmsurnuf dasipada uneyk
cg'm‘t;m yang sifatnya produkuf. Dalam
hal ini, adanya telanan kebutuhan hidup
dan tidak dimilikinya tabungan yang
cukup tampaknya menjadi penyebyal,
mengapa para pelaku usaha mikro dan
usaha kecil lebih cenderung meminjam
untuk kebutuhan konsumtif daripada
kebutuhan produkuf,
Sebagai pelaku usaha ckonomi
kerakyatan, khususnya pelaku usaha
mikro dan kedil umumnya terisolasi dan
tidak memiliki akses yang memadai
untuk dapat memperoleh pinjaman
modal usaha yang berbunga lunak.
Akses mereka selama ini lebih banyak
kepada lembaga kredit informal yang
acapkali mematok beban syku bunga
yang tinggi, sedangkan untuk sumber
peminjaman yang berbunga lunak,
mercka umumnya mengaku terbatas
aksesnya.
Dalam rangka bertahan dan
melangsungkan kehidupan serta
usahanya, para pelaku UMKM
umumnya lebih memilih
mengembangkan diversifikasi usaha
dan mencari sumber-sumber
pcnghasilan yang terdeferensiasi
daripada hanya mcnggantungkﬂﬂ
kepada satu usaha pokok yang suatu
saat rawan kolaps kcuka. harus
menghadap situasiperckonoman 38
kurang menentu. Di tcflg"h ixiim
persaingan Iebih aman jika
pelaku UMKM merasa

ka memiliki sekian banyak sumber

hasilan daripada hanya berganting
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pada satu sumbet penghasilan pokok.
Idealnya para pelaku UMKM,
khususnya pelaku usaha mikro dan kecil
dapat dengan mudah mengakses
sumber-sumber pembiayaan yang
murah dan mudah. Tetapi, di
lingkungan tempat tinggal responden,
sumber pembiayaan dan tempat
mereka dapat meminjam uang
umumnya lebih banyak rentenir atau
bank thithil dan tengkulak, schingpa
mau tidak mau para pelaku UMKM
harus menanggung beban suku bunga
Pinjaman yang tinggi. Akses ke sumber-
sumber pembiayaan formal umumnya
rendah. Sedangkan akses pada sumber
pembiayaan tanpa beban bunga, seperti
Pinjaman dari saudara atay kerabat
relatif tidak banyak dan
terbatas.
Hal-hal yang dilakukan pelaku UMKM
untuk memenuhi kebutuhan modal
usaha seringkali adalah dari tabungan
dan dengan cara utang kepada orang
lain, terutama kerabat yang sebisa
mungkin tanpa bunga. Namun
demikian, ketika mereka sudah berkali-
kali utang tanpa bunga dan ketika
kebutuhan modal tidak bisa dipenuhi
dari pinjaman kerabat atay tabungan,
maka yang seringkali dilakukan pelaku
UMKM adalah menggadaikan barang,
menjual barang atay utang kepada
pthak lain —meski hal iy harus dibayar
dengan beban suky bunga yang tinggi.
Dalam banyak hal, kemampuan para
pelaku UMKM untuk mengakses
sumber-sumber permodalan umumnya
lemah. Selama ini, untuk memenuh;j
kebutuhan modal usahy dan kebutuhan
konsumtif, Para pelaku UMKM
umumnya lebih condong

jumlahnya pun

15,

16.

il

mengandalkan pada keh
lembaga perkreditan inform
banyak beroperasi di berbagai
terutama bank thithil dan ten,

pelepas uang lain yan
informal.

adiran
al Yang
daerah,
atay
g sifatnya
Di mata para pelaky
UMKM, yang menjadi pcru'mbangan
utama memilih lembaga kredjs adalah
lembaga yang bisa diandalkan untuk
memenuhi kebutuhan mendadak.
Dibandingkan lembaga kredit
informal, di mata pelaku UMKM
nyaris tidak ada kelebihan dar lemb
kredit formal. Darj segi birokas;
pengurusan kredit, kecepatan pencairan
pinjaman, persyaratan agunan,
ketentuan pembayaran cicilan dap
ancaman  sanksi jika terjadj
penunggakan, umumnya keberadaan
lembaga kredit informa] masih dinilaj
lebih baik. Padahal, seperti diakuj
sebagian besar pelaky UMKM, mereka
Sesungguhnya sangat membutuhkan
bantuan pembiayaan dari pemerintah
yang berbunga lynak.
Selama inj berbagai jenis bantuan yang
pernah diterima para pelaku usaha
mikro dan keci umumnya adalah
bantuan yang sifatnya karitatif, sepert
Program bantuan beras murah dan
subsidi kesehatan, sementara itu untuk
bantuan fasilitas pembiayaan atau
bantuan modal usaha umumnya masth
kurang dirasakan para pelaku UMKM.
Akibat kondisi sosial ekonomi yang
atau pinjaman produktif yang diterima,
terkadang, bahkan sering scbagian besar
dimanfaatkan para pelaku UMKM
untuk kegiatan konsumtif, terutama
ketika mereka menghadapi tekanan
kebutuhan hidup yang tidak terclakkas
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L
Musi P,.cckiik, musim sepi order, dan
_mas menunggeu panen atau masa
mAasa g Pcncfim“ﬂ“ upah seringkali
g masa yang rawan bagi para
MKM untuk terfjerumus dalam
utang dan kemudian
n bantuan permodalan

ntuk kegiatan yang

laku U
crﬂngkﬂp
:;cmanfaatkﬂ
ang ditcrimﬂ B

L fanya konsumdf
: an modal yang selama ini

peran bantt - :
ernah diterima pclaku UMKM, baik

Jari lembaga perkrcditan formal
maupun informal umumnya hanya
ccbagai modal tambahan, dan bukan

sebagai modal pokok yang utama.

8.

. Rekomendasi
Upaya pemberdayaan UMKM dan

usaha untuk memfasilitasi kebutuhan
mbiayaan para pelaka UMKM dalam
jima tahun terakhir harus diakui telah makin
rerbuka. Berbagai paket kreditatau bantuan
modal usaha yang ditawarkan kepada para
ku UMKM dewasa ini makin beragam
4an mudah. Dunia perbankan sendid yang
sebelumnya condong lebih berorientasi
kepada pemberian kredit pelaku ekonomi
berskala besar, ketika banyak perusahaan
besar masih menanggung kredit macet,
maka pilihan alternatif yang menarik sebagai
sasaran tawaran kredit tak pelak adalah para
pelaku UMKM.

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu
upaya yang dikembangkan Pemerintah
Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan
pembiayaan kredit bagi para pelaku
UMKM adalah dengan pengembangan
Pcfangkat enun; ; & ; &%
petnbis P wiljthy bagi peningkatan
d ¥aan, seperti jaminan kredit yang
““nggung APBD melalui Jamkrida, dan
182 bethgy; kebijakan lain e
Tempermyg yang intinya

udah akses Pdaku UMKM

Diteripy
a
" oleh Jurysan Sosiologi FISIP UNAIR
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untuk diperhatikan,

Pertama Sebagaj
’ sect .
yang relatif rentan 4 ot berckonomian

an terb
kebutuhan UMKM a;::gmm;:alm
tlu

rfne‘;ljdapatkan_ Perhatian khusysg adalah
asilitas pembiayaan yang mudah da

pelaku usaha ekonomj kerakyatan IGP“?
selama ini, para pelaku UMKM urr;unr:?‘sl::1
dgl?at memenuhi kebutuhan kredit ;::a
pinjaman dari para pelepas uang yang sifatn .
informal, seperti tengkulak atay renttf:::.faa
Tetapi, dengan beban bunga yang tmggrl

sesungguhnya para pelaku UMKM lebih
membutuhkan fasilitas bantuan kredit dan

modal usaha yang terjangkau dan
memahami kepentingan mereka. Di
lapangan, selama ini memang benar bahwa
para pelaku UMKM umumnya memenuhi
kebutuhan modal dari pinjaman dengan
tingkat bunga yang tinggi, yakni sekitar 2%
-10% per bulan yang berasal dari koperasi,
BMT, BPR dan para pelepas uang, namun
tetap dinilai menguntungkan karena mudah
dan cepat. Hanya saja dengan kewajiban
membayar cicilan dengan suku bunga yang
tinggi, tentu hal itu akan mempengaruhi
margin keuntungan yang mereka peroleh,
yang ujung-ujungnya bukan tidak mungkin
akan menyebabkan terjadinya proses
pengikisan modal usaha.

Dalam konteks ini, Pembcntukan
lembaga atau institusi kredit permoda@
alternatif yang fleksibel dan memahami
karakteristik UMKM diharapkan dapat
memberikan pilihan kepada para pelaku
UMKM agar ketergantungan mereka pada
kelompok pedagang perantar, tenghulak
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atau pengepul dapat dikurang atau
dihilangkan. Pada masa-masa di mana tidak

ada pemasukan yang diperoleh, para pelaku
UMKM umumnya rawan masuk dalavm
perangkap ketergantungan dan potensial
menjadi korban eksploitasi kelompok lain,
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bahkan

UMKM.

Tabel 2
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schingga untuk mencegah agar O
UMKM tidak makin terperdaya, maj, ad:

baiknya jika disediakan fastitas keedie 13
untuk mengantisipasi guncangar kd’umhn
hidup dalam rumah tangga para pelaky

Program Peningkatan Fasilitas Pembiayaan B

Isu Prioritas i

Pelako UMKM

Skala pemasaran produk Program promosi produk UMKM Mcmngk};:nn dan memfasibiray
UMKM yang relatif terbatas Jatim F“Mmja;n pangs pasar
- Program bantuan tabungan dan et | Mengurang: tingkat kerawanan dan |
| P g A3 | et s o0
program bantuan modal untuk | masa paceklik terperangkap dalam cara kena bank
kegatan yang sifatnya thithil atau rentenir yang ¢
boonsumtt? Revitalisasi program Takesra- membebani mereka dengan suky
‘ Kukesra bungan pinjaman yang tingp
Para pelaku UMKM umumnya | Program  jaminan  kredit  bag Mcmfudm dan menjamin peluang |
sulit menembus /mengakses pelaku UMKM UMKM mengakses lembaga
lembaga perkreditan formal perkreditan formal
UMKM cenderung mengalami | Program bantuan fasilitasi Mendorong dan memben
proses pengikisan modal usaha | pembiayaan dengan insentif suku kesempattan UMKM untuk
karena sebagian harus bunga murah bagi pelaku UMKM | melakukan akumulasi modal dan
dipergunakan untuk yang mengakses lembaga keuangan | investasi
memenuhi kebutuhan hidup formal
schari-hari :
Pelaku usaha mikro dan kecil | Program bantuan modal usaha bagi | Mendorong pengembangan
umumnya rentan dan tidak kelompok UMKM (sentra kelompok dan senttra UMKM di
memiliki agunan dan akses UMKM) Jatim
yang cukup untuk meminjam
ke lembaga perkreditan formal
Para pelaku UMKM Program revitalisasi dana CSR Mcnccp,h pelaku UMKM
ccndcrur}g rawan tctperangk‘ap untuk memfasilitasi pembiayaan terjefumus dalam praktik kerja
pada kerja u:nglmlalg rentenir | pengembangan UMKM pelepas uang informal dan sckaligus
dan bank thithil . membuka akses mereka terhadap
Program revitalisasi peran Kopwan | sumber permodalam alternatif
dalam upaya pengembangan
UMKM
Akses terhadap sumber Program m -
kg pembiran o | Kt ke (KD 1 | b s i ot
cenderung terbatas it P itan di tingkat grass rof un
‘ 8 upaya pengembangan | ikut terlibat dalam pengembangan
kolaps dan lemah dalam pendampingan UMKM i eningkatkan kemampuan
mansjemen pengembangan ewirausahaan pelaku UMKM
usaha yang inovatif
Pengetahuan tentan : chier
dan fallens pembaafif s aﬁﬁ?ﬁzﬁg"fd‘_“ Membuka peluang UMKM
perbankan relatif kurang dan UMKM t bagi pelaku mengakses lembaga perbankan
”bel.'imk“
Iklim persain, : =
kompftitif digkaaln A Progr am pengembangan Mendorong peningkatan
Angan sesama | diversifikasi produk UMKM 9
u UMKM Tismur Jawa | produktivitas pelaku UMKM
R
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Kedud, selain modal, perlu disadari
salah s34 kebutuhan pelaku UMKM
Kk tcrhindarkan adalah adanya
cukup. Tabungan dan investasi
@b modal dan penyangga yang
- hlkan untuk mcngatzfsi gUNCAngAN yang
d _waktu bisa terjadi dan dialami
_Berbagai peristiwa seperti
P‘I;’ku P bahan baku, fluktuasi harga
mak: atau kemalangan yang menimpa
Pfodum’ keluarga para pclaku UMKM bisa
angan yang menyebabkan
aha yA8 ditekuni bangkrut apabila tidak
uda adangan modal yang cukup. Bagi
3 jaku usaha mikro dan kecil, akan sangat
E;gsionﬂl jika selain bantuan modal, di saat
gang $402 mereka juga bisa mcn'-lp’erolch
fisitas bantuan seperti dana cost of hiving yang
«mereka manfaatkan untuk menutupi
kebutuhan di musim paceklik atau masa
datangnya ilan, sehingga
mereka tidak mudah menjadi bahan
" rmainan para tengkulak dan rentenir.

Di kalangan pelaku UMKM, seberapa
mereka bisa menyisihkan uang untuk
ditsbung, sudah barang tentu tergantung
kepada kemampuan usaha yang ditekuni
apakah dapat menghasilkan surplus yang bisa
dsimpan atau diinvestasikan dalam kapasitas
produktif. Sepanjang margin keuntungan
yang diperoleh pelaku UMKM makin tipis,
maka besar kemungkinan peluang meteka
k“:*m;ngembmgkandidakanmﬂdnkedl

clea tidak didukung modal yang cukup.
ntuk membantu upaya
m;‘gj‘m UMKM, karena itu selain
ey e g kalah penting
Pogram g bantuan dalam bentuk

- k;a:}mg pengaman yang berfungsi

ety P penyelamat dan penyangga
Untuk asuransi social i
fiencegah agar metekaygdnfkbm

%rbm‘
N oj
eh Jurusan Sosiologi FISIP UNAIR

|
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us -
Ketiga, perly mepmy " L

pelaku UMKM k atak‘g“pﬂrz

e ]Cmbaga kfedit

sistemn kelem
keuangan | _'gaa"PCfbankmdm]mbng
8an lain yang khusys
memahami karakterigtik » Yang mau
UMKM. Seperti berkali-k Ear_a pelaku
pemerintah, bahwa lemb ali ditegaskan
seyogianya lebih h gy
UM melayani para pelaku

KM dengan prosedur yang lebih

rr_lu'dah, dan dcng-an ketentuan suku bunga
pni]aman yang tidak tetlalu membebani
e oplleae s
P e Ty
embaga perbankan hanya didasarkan pada
kemampuan membayat, dan tidak ditambah
lagi dengan persyaratan lain yang merepotkan
pelaku UMKM.

: Selama in, hax.'us diakui sebagai bagjan
dari usaha eko_n.oml kerakyatan, para pelaku
UMKM masih menghadapi kendala
tersenditi ketika harus bethubungan struktur
kelembagaan perbankan dan lembaga kredit
formal. Selama ini, beberapa kendala yang
harus dihadapi UMKM selain persoalan
prosedur dan persyaratan petbankan yang
terlalu rumit dan masih menempatkan
agunan material sebagai salah satu
persyaratan, beban suku bunga yang
ditetapkan lembaga petbankan juga masih
membebani pelaku UMKM.

Untuk membuka peluang pelaku
UMKM mengakses sumber-sumber
permodalan yang dibutuhkan, selain petlu
dilakukan debirokratisasi prosedut
peminjaman bag UMKM, yang tak kalah
pendngadalahbagainmmmcngemb‘“_‘gkm_
sumber-sumber permodalan alternatif da
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BUMN melalui program CSR, LKM,
Kopwan, dan lain-lain yang pro kepada
kepentingan dan kondisi UMKM di J:m‘ﬂ.
Timur. Pola bantuan pinjaman lunak dari
BUMN (program kemitraan dan bina
lingkungan), misalnya perlu ada
pembenahan lebih lanjut, agar lebih tepat
sasaran, tepat guna, dan mempercepat
akselerasi pertumbuhan usaha mikro, keail
dan menengah.

Di sisi lain, untuk membantu
memfasilitasi akses UMKM ke berbagai
sumber permodalan, ada baiknya jika
kebijakan penjaminan keuangan bag pelaku
UMKM terus ditingkatkan. Penjaminan
keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga
untuk menutup sebagian dari potensi
kerugian kepada pihak yang meminjamkan
atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut
tidak bisa dibayar penuh oleh peminjam.

Berkaitan dengan pengoptimalan daya
guna penjaminan kredit yang disediakan
pemerintah ini, dan hasil penelitian Tim
Peneliti Litbang Direktorat Perbankan
Syariah Bank merekomendasikan agar
program penjaminan pembiayaan UMKM
dari pemerintah ada baiknya jika juga
melibatkan seluruh Bank Syariah yang selama
ini telah berkembang pesat. Hasil studi
Litbang Direktorat Perbankan Syariah Bank
juga menyarankan agar Pemda tingkat
propinsi maupun kodya/kabupaten juga
mencanangkan program penjaminan
penjaminan pembiayaan syariah untuk
UMKM di daerah masing-masing
mengingat dana pemerintah pusat juga
terbatas, yang diambilkan darj pos
pembcrdayaandmasyarakat dalam APBD,
yang mana dana tidak seluruhnya
:ﬁz:;::ia;:;?::gr‘)‘gmm llt:fkngentasan

un
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Keempat, untuk dapat MeMperoies,
pcmhmyaan dan lembaga keuangan bank
maupun non bank vang mendasarkan pada
kelayakan usaha, maka di saat yang —
pertu dilakukan pembinaan,
pembenahan dan peningkatan kemamgwan
para UMKM agar lebih terorganisie dan
tertata. Peningkatan kemampum
kewirausahaan, organisasi, manajemen
ketrampilan teknis usaha yang digelus,
kemampuan inovasi, manajemen keuangan
seperti perencanaan keuangan, mMaupun
kemampuan menyusun proposal kelayakan
usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan
UMKM dapat mengembangkan
produktivitas dan daya saing yang tingg,
baik dengan sesama pelaku UMKM
maupun usaha besar lainnya.

Kelima, program pengembangan
UMKM di Jawa Timur ke depan
hendaknya lebih diarahkan pada program
pengembangan produk-produk UMKM
yang benar-benar berorientasi pada
permintaan atau pasar, yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan kebutuhan
rill UMKM (market oriented, demand driven
program). Sebagai bagian dari ekonomi
kerakyatan yang rawan gejolak,
pengembangan UMKM perlu didorong
agar dapat menghasilkan pertumbuhan
produktivitas UMKM dan mendorong
pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
Dikatakan berkelanjutan di sini, dalam arti
pengembangan UMKM didorong ke arah
yang tidak sekadar berorientasi pada
peningkatan produktivitas dan perluasan
pasar, tetapi juga berorientasi pada proses
akumulasi modal dan investasi, serta
pengembangan asset produksi bagi

Keenam, upaya untuk memfasilitasi
pengembangan UMKM di Jawa Timur ada
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ik didukung pula oleh peran
palka? Keuangan Mikro (LKM).
zmbﬂgamgaﬂ LKM ini besar
' mb'ﬂan akan lebih efektif bagi
%% " ermodalan UMKM karena
:'d.z:;f:dm boleh dikata merupakan
LM 4 sistem pembiayaan grass oo, yang
ik dekat dengan nasabahnya

fis
ceaara I )
] benar-benar memberikan

sehing8d
(emudahan, kecepatan pelayanan, dan

gemudahan dalam pengawasan. Namun

KAJIAN (2)

\

Maupun eksternal, antara lain seperti
terbat?snya kemampuan sy mbcrgzm
manusia, manajemen, permodalan, masyi'}::
kurangn).-'a : kepercayaan masyarakat

l@ahnya janngan (networking) dan inovasj d;
F)ldang pemasaran, terbatasnya teknolog;
m&@%i yang dimiliki, sistem dan prosedur
operasional yang belum mapan, serta belum
opmpaln5'a pengawasan dan pembinaan dari
otoritas yang berwenang, Untuk itu, dalam
mngka pe_ngembangan UMK.M, peran dan

LKM ini harus dmku‘ hingga  potensi LKM seyogianya juga direvitalisasi
qaat ini masih menghadapi be})erapa agar dapat mendukung upaya fasilitasi
permasalahan, baik permasalahaninternal  pembiayaan bagi para pelaku UMKM (%),
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